SUB BAGIAN HUMAS TU KALAN | 2 | 0 | 2 | 4 | | KORAN

BPK SUMBAR

Tanggal

HAL
Haluan
Padang Ekspres 11
Singgalang
Pos Metro

L)
'1]2]3]4a[s[6[7[8[9f10[11 121314151617 (18 )19 [20 [ 212223242526 27 28] 29]30]31]

Bulan

|1|2|3|4M6[7T8|9|10|11|12|

PRESTASI: Bupati Pasaman

Sabar AS bersama Kepala BPK

PEMKAB PASAMAN UNTUK K

RI Perwakilan Sumbar Arif Agus usai menerima penghargaan
opini WTP beberapa waktu lalu.

Kabupaten
Pasaman Raih WTP

Ke-11 Kalinya

Padang, padek—Kabupaten
Pasaman kembali meraih pe-
nghargaan opini Wajar Tanpa
Pengeculian (WTP). Penghar-
gaaninitelah diraih sebanyak 11
kali secara beruntun dari Badan
Pemeriksan Keuangan (BPK)
RepublikIndonesia. Penyerahan
penghargaan ini di lakukan di
Kantor BPK Perwakilan Sumbar
beberapa waktu lalu.

Penghargaan atas prestasi
pengelolaan keuangan tersebut
diterimaBupati Pasaman Sabar
AS dari Kepala BPK RI Perwak-
ilan Sumbar Arif Agus. Sabar AS
mengungkapkan préedikat opi-
ni WTPyangdiraih pemerintah
daerah merupakan bentukper-
tanggungjawaban atas pen-
gelolaan keuangan negara.

Atas capaian ini, ia men-
gapresiasi seluruh kepala OPD
beserta jajarannya. Karena ber-
kat kerja keras semua pihak
Pemkab Pasaman berhasil
mempertahankan opini WTP
sebanyak 11 kali berturut-turut
sejak tahun 2013 lalu hingga
2024. “Untuk mempertahan-
kan capaian opini WTP dari
BPK bukanlah halyangmudah,
dibutuhkan konsistensi, keber-
samaan, tata kelola keuangan
yang baik, serta kesungguhan
mengikuti aturan-aturan yang
berlaku,” ungkapnya.

Kepala BPK RI Perwakilan

Sumbar, Arif Agus mengatakan
dalam sambutannya, pola pe-
meriksaan mengacu pada
kesesuaian dengan standar
akuntansi pemerintahan, efele
tivitas sistem pengendalianin-
tern, sertakepatuhan terhadap
ketentuan peraturan perun-
dang-undangan.

* ““Pada hari ini kami sam-
paikan Laporan Hasil Pemer-
iksaan atas LKPD kepada
DPRD dan Bupati, untuk se-
lanjutnya diajukan sebagai
rancangan peraturan daerah
tentang pertanggungjawaban
APBD, sebagaimana diatur
dalam ayat(1) pasal 31 UUNo-
mor 17 Tahun 2003," katanya.

“Berdasarkan pemeriksa-
an yang telah dilakukan BPK
atas Laporan Keuangan Pe-
merintah Kabupaten Pasa-
man, termasuk implementasi
atas rencana aksi yang telah
dilaksanakan oleh pemerintah
daerah tersebut, maka BPK
memberikan opini Wajar Tan-

' paPengecualian atas Laporan

Keuangan Pemerintah Daerah
tersebut,” tambahnya lagi.

Ketua DPRD Pasaman ya-
ng diwakili oleh Wakil Ketua Il
Yasri, menyatakan apresiasin-
yaatas prestasi kinerja Pemer-
intah Kabupaten Pasaman di
bawah kepemimpinan Sabar
AS. (crl)




